
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Sistem pembuktian terbalik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan
tindak pidana korupsi sebagai kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak
pidana korupsi
Muhammad Rizal Prajna Fatawi, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=93066&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian

terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang

mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses

pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar

segera melakukan perubahan sistem pembuktian terbalik ke arah bentuk murni aslinya, dan bagaimana

pemikiran mengenai kemungkinan pemberlakuan sistem tersebut.

 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis

pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk

memandu penelitian digunakan teori beban pembuktian yang ditekankan pada terdakwa dalam hal ini

terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat

serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Karena itu dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia, perlu adanya

perubahan sistem pembuktian terbalik dari yang bersifat terbatas ke arah sistem murni aslinya. Namun

demikian, dalam penerapannya juga harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak asasi

manusia, serta adanya ramburambu yang ketat untuk mencegah tindakan kesewenangwenangan oleh

penguasa terutama aparat penegak hukum.

 

Hasil penelitian juga mendapati adanya prasyarat bahwa dalam penerapan sistem pembuktian terbalik itu

diperlukan pembersihan terlebih dahulu dari atas ke bawah, baik penyelenggara negara maupun aparat

penegak hukum. Sementara itu, kemauan dan komitmen politik sangat diperlukan, juga dukungan dan

partisipasi masyarakat untuk selalu mendorong dan menjaga momentum pemberantasan korupsi secara

terusmenerus, berkelanjutan dan berkesinambungan.
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